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LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAITA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

balwa berdosarkan Pasal 12 ayat (23 Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian urusan Pemerintabian antara Pemerintah, Peinerintah
Dacqah Provinst dan Pemertntah Dacrah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa
urusan pemerintahan wajib dan pitihan yang menjadi Kewenangan Pemertintah
Pacrah menjadi dasar penyusunan Susunan Organisast dan Tata Kerja
Perangkat Dacrah:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomar 41 Vahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah, mencgaskan bahwa Pembentukan
Organisas) Perangkat Dacrah ditetapkan dengan Peraturan Dacrab dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintaly ing;

balwa atas pertimbangan schagaimana dimaksud pada hurul @ dan b diatas.
maka perlu menetapkan Peraturan Dacrah Tentang Organdsasi dan Tata Kera
J.embaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara,

Undang — undang Nomor 7 Tahen 1956 teatang Pembentukan Dacrah Oronom
Kabupaten — Kabupaten dalam  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Utara
{l.embaran Negara Republik Indonesia Tabhun 1956 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 1092),;

Undang = undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indoresin Tahun 1974 Nomor 55, tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 3041) sebapgaimana telah diubah
dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nepara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Nomor 2390)

- Undang - undang Nemor 10 Tabhun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang undanpan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Talwun 2004
Nomer 53, tambahan Lembaran Negara Republik lndoncesia 4380y,

Undang ~ Uhndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Toahun 2004 Nomor 125, (amhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Dacrab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomr 59, tambaban [embaran Negara Republik indonesia Nomor 484:4);

Undang -~ undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tehun 2004 Nomor 1260 tambahn Lembaran Negara Republik
Indoncesia Nomor 4438);
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Undang-undang  Kepublik  Indonesia  Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Ulara di Provinst Sumatera Utara;

Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri.

Sipil dalam Jabatan’ Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

41945, '
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang penpangkatan.
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (Lembaran Neoara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintzh nomor 32 Tahun 2004 fentang pedoman Pembentukan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4428Y,

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Penbagian  Urusan
Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemurintahan  Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Dacrali Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); :

- Peraturan Pemcerintah nomor 41 Tahun 2007 tenteng Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 89,
tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraluran Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan

yang Menjadi  Kewenangan Daerah Kabupaten Padang  lLawas  Ulara
(Lembaran Dacrah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor )

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIHLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NMenetupkan

DAN
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DALRAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAN KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

BAB I

. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

Ducrub adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

Pemerintahan Daerah adalab Penyelenggaraan vrusan Pemerintahan oleh Pemcrintab
Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah menurut asas otonomi dan fugas
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pembantuan dengan prinsip olonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

(Honomi Dacraly adalab hak, wewenang dan kewajiban dacrah Otonom untik mengatur
dan mengurus sendini urisan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan
scesual dengan peraturan perundang -- undangan;

- Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan ll’lday.:l[”dkAl hukum vang

mempunyai batas — batas wilayah yang berwenang  mengatur mengurus urusen
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat delam sistern Negara Kesatuan Repudlik Indonesia:

Penserintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat dacrab sebagal unsur penyclen zpara
pemeriniahan dacrah;

Bupati adalah Bupati Padang 1.awas Utara,

Wakil Bupati adalah Wakif Bupati Padang Lawas Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjulnya disingkat DPRIY adalal Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelengpara pemerintahan dacrah.

Poranpkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penycienggaran
pemerintahan daerah yang terdini dari Sckretariat Dacrah, Sekretarial DPRD. kintor
ducrah, Lembaga teknis Daerah, Kecamalan dan Kelurabhan:

-Sckretariat Daeral, adalah Sekretariat Dacrabh Kabupaten  Padang Tawas Utara,

sehanjuinya disingkat Setdakab;

“Sekretaris Daerah adalah Scekretaris Dacrah Kabupaten Padang Lawas Utara sclanjutnya
| )

disingkat Sekdakab;

CLembaga Teknis Dacrah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyuwsun dan

melaksanakan kebijakan Dacrah yang bersifat spesifik:

Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padany

fawas Utara berbentuk Badan;

CRepaly Kamor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Padany

[awas Utara berbentuk Kantor;

it Pelaksana Teknis Badan yang selanjuinya discbut UPTB adalab pelaksana scoagian

kepiatan teknis operasional dan/atau kepiatan teknis penunjang badan dacrah:

BABTI
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerab ini dibentuk Lembaga Teknis Dacrab. terdirt dari

H

Inspektorat Dacrah Kabupaten

Haaan Perencanaan Pembangunan Dacral

Badan Kepegawaian Dacral

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desy/Kelurahan
Badan Peaynluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kantor Feluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

hantor Kesatuwan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyacakat
Nantor Lingkungan Hidup

bokantor Perpustakaan dan Arsip Dacrah
[

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

> Rumah Sakit Umum Dacerah (RSUD)Y Gunungtua Padang Lawas Utara

BAB 111
INSPEKTORAT DALERAN KABUPATEN
~ Bagian Pertama _
ORGANISAST, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
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nembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesutuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Otonomy Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dacrah Otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urnsan pemenntahan dan kepentingan masyarakal selempal dan
sesual dengan peraturan perundang — undangan;

Daciah otonom selenjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yung

mempunyal  batas — bates wilayah yang berwenang mengater  mengurus  urusen
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesta: '
Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat daerah scbagal unsur penyelenapara
pemerintahan dacrah;

Bupatt adalah Bupati Padang Lawas Utara,

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Uiara,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah Ler Gaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelengpara pemerintahan daerah:

Porangkat Dacrah adalab unsur pembantn Kepala Dacrab dalam penvelenpgaraan
semerintahan dacrah yaog terdine darg Sekretariat Dacrah, Sekretariat DPRD).L kantor
Jdacrah, Lembaga teknis Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan: '

CScekretariat Daerah adalah Sckretanat Dacrah Kabupaten  Padang Disvas Utaro,

sehiinimya disingkat Setdakab;

. Nekretatis Daerab adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Padang Lawas Utara sclanjutnya

disinpkat Sckdakab;

~Lembaga Teknis Dacrah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan

melaksanakan kebijakan Daerab yang bersifat spesifik;

. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang

awas (Mary berbentuk Badan;

CRepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknmis Daerah Kabupaten Padanp
i i P 11Dag f L

[Lowas Ulara berbentuk Kantor;

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTRB adalah pelaksana scoagian

Regiatan teknis operasional dan/atau kegiatan toknis penunjang badan daerah;

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerab i dibentuk Lembaga Teknis Dacrah, terdiri dari ¢

'
do.
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Inspektoral Davrah Kabupaten

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

Badan Kepegawaian Daerah

Hadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kuantor Keluarga Berencana dan Pomberdaysan Perempuan

Rantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Nantar Lingkungan Hidup

- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
. Rumah Sakit Umum Dacrah (RSUDY Gunungtua Padang L.awas Utara

BAB I
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
~ Bagian Pertama
ORGANISASL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

"




Bl B w B al&re ve

i) inspektorat Dacrah Kabupaten scbagai unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan
Dierah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
Dacrah di Daerah Kabupaten, Pclaksanaan Pembinaan atas penyelengparaan pemerintahan
dese dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan,
. v Inupekiorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspekiur yang bertanggung jawab langsung
kepada Bupati, dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari sckretaris Dac.an.

Pasal 4
Dalam  melaksanakan  tugas pokok scbagaimana dimaksud pada pasal 3, inspektorat
Kabupaten menyelenggarakan fungsi
4. Penyusunan perencanaan program pengawasan pemerintahan:
h. Peromusan kebijakan dan fasilitas pengawasan pemerintahan;
¢, Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah:
do Pengelolaan urusan kesckretariatan Badan.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal §

(1 Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdin dari
A Inspektur
b. Sekretariat, terdiri dan ¢
I Sub Bagian Program/Perencanaan;
2y Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan,
) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
¢ laspektur Pembantu Wilayah [, terdiri dari :
1y Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2y Seksi Pengawas Pemerintah Bidang, Pemerintahan:
3 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan,
JoInsp ektur Pembantu Wilayah 11, terdiri dart
1Y Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
2k Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
¢ Ingpektur Pembantu Witayah 111, terdiri dari ¢
1) Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
2y Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan:
3} Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
I, Kelompok Jabatan Fungsional.

(27 Bagan Struktur Organisasi lispektorat Kabupaten sehagaimana fercantum pada Lampiran |
Jan merupakan Bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daerah ini,

h BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN
Bagian Pertama
ORGANISAS], KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!

Pasal 6
1Y Badan Perencanaan * Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan berdasarkan asas ot nomi dan
tugas pembantuar.

o
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Melaksanakan tugas Pemerintahan Dacrab di bidang, Kepegawaian  berdasarkan  azas
Otonomi Daerah, ,
Matakasanakan Tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pembantuan Kepegawaian.

Pasal 11

Dalam menvelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Gl atas Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten mempunyai fungsi

|, perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepegawaian pusat pendidikan dan latiban

doerah.

> pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pengadaan pegawai neger sipil dacrah.
pembingan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawalan daerah dan pusat pendidikan
latihan. '

4, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinva,

s

Pasal 12
SUSUNAN ORGANISASI

Sust nan Orpanisasi Badan Kepegawaian Daceal, terdiri dart,
2. Kepala Badan.
b, Sekrelariat, terdini dari
) Sub hagian Keuangan:
2y Sub Bagian Bvaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Baglan Umuom.
< Bidang Program Pendataan Kepegawaian, terdiri dari
1y Sub bidang Peraturan Perencanaan dan Pengadaan;
7y Sub hidang Pergolahan Data dan Disiplin Pegawai:
¢ Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai, terdirt dary @
1) Sub bidang Jabatan Steuktural dan Fungsional.
2y Sub bidang Pendidikan, Pelatihan dan Keseiahteraan Pegawai,
v Bidung Mutasi, terdiri dan
1y Sub bidang Kepangkatan dan Penpgajian:
2y Sub bidang Pemindaban dan Censiun,
. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagap Susunan Organisasi Badan Fepegawaian Dacrah Kabupaten schagaimana pada
| mpiran 111 dan mezapakan bagian yang tidak terpisahkan darit Peraturan Duaerah ni.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN (BADAN PMPD/K)
' Bagian Pertama
ORGANISASE KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Radan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K)
mempunyai tugas pekok melaksimakan Trusan Pemerintahan Dacrah Bidang Pemberdayviaan
Nasvirakal dan Desa berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan Desa/Kelurahan {BBadan
PNPD/K )dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepads Bpati melalui Sekretaris Dacrah
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- Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana dimaksud  pada pasal 13, Badan

Pemberdayaan Masyarakat — dan Pemerintahan  Desa/Kelurahan  (Badan  PMPIYK)

menyelengparakan fungsi '

4. perumusan kebijakan tcknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
desa/kelurahan;

h. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perberdayaan masyarakat dan
Perintahan Desa/Kelurahan;

¢. menyelenggarakan pembinaan  dan  pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan desa/kelurahan:

d. pengeloloun urusan kesekretariatan badan,

Bagian kedua
ORGANISASI
Pasal 15

(1) Orgasasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan
PMPD/K), terdiri dart : '
a. Kepala Badan
b Sekretariat, terdiri dari :
1} Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kevangan;
3y Sub Bagian Program.
<. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari
11 Sub Bidang Pengembangan Keleathagaan Pemerintahan Desa;
2} Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
4. Bidang Ekononii, Pembangunan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
1} Sub Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya;
>y Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan.
Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guana, terdirt dan
1Y Sub Bidang Pengkajian, Penpembangan Sumber Daya Alam dan Teknolowi Tepat
(runa,
2} Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemaniaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi
« lepat Guna.
I Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Desi, terdir
dari:
1} Sub Bidang Peningkatun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan: % :
2% Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa/Keluraban, !
g Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan  Susunan  Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintahan
Desa/Kelurahan (I3adan PMPD/K) sebagaimana tercantum pada Lampiran [V merursian
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB Vil
BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ' i
Bagian Pertama i
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ii‘; _
Pasal 16 "'}'

|} Badan Penyuluhan Pertaniaan dan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Tcknis Daerah, ‘t
schagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis '

LN}
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21 Badan Penyuluhan Pertantaan dan Ketahanan Pangan mecupakan unsur pendukung tugas
KNepala Daerah yanp dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertenggung jawab-kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah

Pasal 17

Hadun penvuluhan pertanian dan pertahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan dacrah di bidang  ketshanan pangan, peleenakan, perikonan,
perkebunan, dan kehutanan., ,

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas selagaimana dimaksud pada pasal 17, badan ketahanan pangan

dun penvuluhan pertanian menyelenggarakan funpsi

2. perumusan kebtjakan teknis di bidang ketahanan panpan dan penyuluban pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan,

I pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;

¢ pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluban pertanian,
pelernakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan:

d. pelaksanaan tugas fain yang diberikan Bupati sesuat denpan tugas dan funpsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

Organisast Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, terdiri dari
g Kepala Badan. '
0. Sckretariat, terdiri dari
1) Sub Bagian Umum,
23 Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
<. Bidang Pelayanan Teknis dan Informasi Penyuluhan, terdirt dari
1) Sub Bidang Pelayanan Teknis;
" Sub Bidang Informasi PCenyuluban.
a o Bidang peningkatan SDM dan Kelembagaan, terdiri dari ;
1) Sub Bidang peningkatan SDM;
M1 Sub Bidang Kelembagaan petani,
¢ didang Ketersediaan disteibusi dan harga Pangan, terdini dari
v Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan;
v Sub Bidang distribusi dan analisa harga Pangan.
Looahidang Penganckarageman Konsumsi dan Pangan, terdiri dari
i1 Sub Bidang Analisa Pola Konsumsi dan Pangan;
2y Sub Bidang Pengembangan pangan Lokal.
Uit pelaksana teknis (UPT Badan).
B Kelompok Jabman Funpsional.

Hevan Susunan Organisasi Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten
~chagaimana dalam lampiran V merupakan hagian yang tidak terpisabkan dari Peratoran ini.



JAB VI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Bagian Pertama
ORGANISAST, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Badan Pelavanan Perizinan Terpadu merupakan:

b lembaga teknis daerah yang inelaksanakan pelayanan publik di bidang perijiran:

2 badan pelavanan perizinan terpadu daldm melaksanakan tugasnya dipimpin olch scerang
kepala badan .

U kepala badan sebagaimana tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnva berada di bawah

dan s ertangpung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 21
Tugas

Hadan Pelavanain Perijinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Ulara adalah:
b perimusan Kebijakan teknis perencanaan pelayanim administrasi perizinan,
pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan terpadu.
voopelavana umum dan pengaduan perizinan terpadu.

Pasal 22
Fungsi

Vi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasa! terscbut di atas adalah -
« pelaksanaan penyusunan program badan:
N penyelenggaraan pelayanan administrast perijinan;
pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan:

boopelaksanaan administrast pelayanan perijinan;

pemant:uan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

-

- Nepala badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati l\cmlt
dacrah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati Kepala dacrah.

Pasal 23
Susunan Organisasi

1 Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari
0 Kepala Badan
b Baglan Sckretaris terdin dan ¢
I} Sub Bagian Umum,
1) Sub Bagian Keuangan;
Y Sub Bagian Program;,
v Bidang pelayanan umum dan pengaduan, terdiri dari ;
1) Sub Bidang Informatik, Dokumentast dan pengembangan;
2) Sub Bidang Peripikasi dan Penanganan Pengaduaan.
4. Bidang Jasa Usaha, terdiri dari :
1) Sub Bidang Perijinan Perhubungan Pariwisata, SUJK dan K3;
2y Sub Bidang Perijinan Industri Perdagangan dan Reklame,
¢.  Bidang Perijinan tertentu, terdiri dari :
1) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan kesehatan;
2) Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi, IMB dan HO.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Kelompok Jabatan Fungsional.

e
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23 Bagan susunan organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu sehagaimana dalam lampiraa VI dan
:m.rupakdn bagian vang tidak terpisabkan dari peraluran ini,

BABIX
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Bagian Pertama
ORGANISASL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

1 kantor keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan.
h. dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan,
S Rantor Reiuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh scorang Kepala
Kantos yang berada di bawah dan bertanggungjawalb hepada Bupati melalui Sckretaris

Drerah,
Pasal 25
Daiam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24,  Kantor
Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
4. perumusan  kebijakan teknis  di bidang  pemberdayaan  keluarga  berencana  dun
pemberdayaan perempuan;
hoomemberikan dukungan terhadap  penyelenggaraan pemcrintahan dacrah i o'dang
pemberdayaan keluarga berencana dan pemberdayasan perempuan;
pembinaan ferhadap unit pelaksana teknis kantor di hidang pemberdayvaan kllu.:rg!
berencana dan pemberdayaan perempuan;
Jo menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan keluarpa
berencana dan pemberdayaan perempuan;
¢ pengclolaan vrusan kesekretariatan kantor.
. Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 26
oo Oipanisast Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiei dari
L kepata Kantor,
boosub Bagian Tata Usaha
o Sekst Keluarga Berencana
G Seksi Pemberdayaan Keluarga
v Sekst Pemberdayaan Perempuoan
b kclompak Jabatan Fungsionat
¢ B Orpanisast Kantor Keluarga Bereacana dan Pemberdayaan Pereinpuan schagaimana
pecantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Macrchmi, ‘
BAB X
RNANTOR KESATUAN BANGSA, POLITHK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 27
ORGANISASL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
1!'!
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O kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pading T
Utara merupakan unsur pelaksana otonomi dacrahy;

SroRNaentor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kdlm;mlul Pading " awas
Vitara di prmpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan berlangeung jawab
Kepada Bupati melalui Sekretaris dacrah.

*asal 28
Tugas

Nantor Kesatuan Bangsa, Poiitik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten mempunvai tugas
mefaky aekan tugas pemerintahan berdasarkan  azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
hesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat..

Pasal 29
Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakal Kabupaten/Kota memjninyai fungsi
ao perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa. politik dan perlindungan
masyiakal, '
b, penyelenggaraan urisan pemerintaban dan pelayanan umum.
¢ pembinaan dan pelaksanaan tupas
d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinva
¢ kelompok jabatan fungsional.

Pasal 39
Susunan Organisasi

1 5usunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunpan  Masvarakat
Kabunaten. Terdiri Dari

a0 Kepala kantor

b Sub Bagian Tata Usaha

v Seksi Penataan dan Pembinaan Organisasi Politik

J. Seksi Penataan dan Pembinaan-Organisasi Non Formal

¢ Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

L Kelompok Jabaton fungsional.

T

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatvan Bangsa, Politik dan Pe-lindungan Masvaraka
Kabupaten schagaimana dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpsahkan
dari Peraturan Dacrah int.

BAB XI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
()R(.ANLSA.SI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

1Y Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusen Pemerintahan
Dacrah bidang Lingkungan Hidup berdasarkan azas olonomi dan tugas pembantuan. '

2y Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh scorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.
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Pasal 32

Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Kantor Lingkungan
Fidup menvetengparakan fungsi '

4. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b, memberikan  dukungan terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  dacrah  di bidang
lngkungan hidup;

menyelenggarakan pembinaan dun pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup .

A peminaan terhadap unit pelaksana teknis kantor di bidang lingkungan hicup:

nengelolaan urusan kesckretariatan kantor.

[an

~

Bapgian Kedoa
Organisasi
Pasal 33

Orpanisast Kantor Lingkungan Fhdup, terdirn daei
o Kepala Kantor.

b Subbagian Tata Usaha.

¢ ScksiPengolahan dan Pemukiman

JoSeksi Tata Lingkungan 1hdup

¢ Scksi Penpawasan dan Ketersediaan

t Kelompok Jabatan Fungsional

Haan Strukiur Organisasi Kantor Dingkungan Hidup scbagaimana tercantuin pada Lampiran
IN i merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daeran ini.

BARB XI1I
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Bagian Pertama
ORGANISASL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34

Kantor Perpustakaan dan Arsip Dacrah mempunyar tugas pokok melaksunakan urusan
Pemerintahan Dacrah bidang Perpustakaan dan Arsip Dacrah berdasarkan azas otonomi dan
twits pembantuan.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh scorang Kepala Kantor yeng berada d
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sckretarts Dacrah.

Pasal 35

Dalam mefaksankan agas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Kantor Perpustakaan

Juo Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi

+ perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;

nmemberikan dukungan  tethadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dactah di bidang
perpustakaan dan arsip dacrah; :

v menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan arsip
dacrahe

d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor,



Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 30

11 Orpanisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Dacrah, terdiri dari
a. Kepala Kantor.
h. Sub Bagian Tata Usaha;
. Seksi Kearsipan,
Jooseksi Kepustakaang
e Seksi Dokumentasi Daerah
£ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Orpanisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah schagaimana tercantum pada
Campiran X dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIfi
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 37
ORGANISASH KEDUDUIKKAN, TUGAS DAN FUNGSI

S Satan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kola merupakan unsur pelaksana otonomi dacrah
Dy Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di pimpin oleh scorang Kepala Kantor
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris dacrah

Pasal 38

Tugas
yalam menvelenpgarakan tugas schagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, Satuan
Pobisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mempunyar tugas '

+ooperumusan kebijakan teknis di bidang polisi pamong praja.

b penyelengparaan urusan pemerintahan dan pelayanan umunt.

¢ pembinaan dan pelaksanaan (ugas '

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuat dengan tugas dan fungsinya

¢ kelompok jabatan fungsional. : '|}

Pasal 39
Fuangsi

Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mempunyai fungsi melaksanakan tugas meunntah
azax elonomi dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 40
Susunan Organisasi

1y Susunan Qrganisasi Satuan Polist Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri dari :
4. Kepala kantor,
b, Sub Bagian Tata Usaha.
¢. Scksi Pembinaan PPNS.
d. Scksi Penertiban dan Penegakan Hukum
¢, Seksi Pengembangan Kapasitas, Pengawalan dan Kesemaptaan
' Kelompok jabatan fungsional.




(24 Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kapupaten/Kota schagaimana
tereantum pada lampiran X1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Dacrah in.

BAB XIV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian Pertama
ORGANISASI], KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasat 41 .

) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanaian urusan Pemerintahan
Ducrah  bidang  Pelayanan Umum  Keschatan berdasarkan  azas  otonami  dan  lugas
pembantuan, ‘
umah Sakit Umum Dacrab dipimpin oleh scorang Direktur Rumah Sakit yang berada di
bt dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

Pasal 42

Datam melaksankan wgas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Rumah Sakit Umum

Dacrah menyelenggarakan fungss

1 perumusan Kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan daerah;

b memberikan dukungan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan dacrah di bidang
pelayvanan kesehatan;

¢ menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan keschatan:

1 pengelolaan urusan tata wsaha rumah sakit.

Bagian Kedua
Orpanisasi
Pasal 43

1 Orgamsasi Rumah Sakit Umum Dacrah, terdirt dar
1 Idecktur Rumah Sakit,
b Sub Bagian Tata Usaha, teedirt dari .
¢ Scksi Pelayanan Medis
. Seksi Pelayanan Non Medis
¢ Scksi Pengembangan Medis
[ Kelompol Jabatan Fungsional

2+ Bagan Orpanisasi Rumah Sakit Umum Dacrah sehagaimana tercentum pada Lampiran X1
dan merupakan hagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan. Dacrah ini. -

BAB XV
PENGANGKATAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM JABATAN
Pasal 44 '

U Penganghatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan
berdusarkan  kompetensi jabatan  dan syrat-syaral lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Penentuan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditur dan
diwctapkan dengan Peraturan Bupatt,



BAB XVi
ESELONISASI
Pasal 45

(1) Kepala Badan dan lnspektur merupakan jabatan struktural eselon b

(21 Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, [nspektur Pembantu. merupakan
)abatan Struktural eselon I1la.

%1 Kepala Ridang pada Badan, merupakan jabatan Struktural eselon 1Ib.

(41 Nepala Scksi, Kepala Sub bagian, Kepala Sub bidang dan Kepala Unit Pelaksana "eknis
Radan Merupakar jabatan Strukiural eselon [Va.

31 Kepala Sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan Strutural cselon
I\'h :

BAB XVII
TATA KERJA
Pasal 46

Senap Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
musing-masing  serta memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-
~ctunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip kordinasi, inteprast,
cohroninast dan simplikasi serta komunikast secara vertikal dan horizontal.

Pasal 47
Unit Pelaksana Teknis Badan

“ada Lambaga Teknis yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan
cetuh melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjan::
vang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.

¢ Pengaruran lebih fanjut mengenai jumlah, jenis, tugas. fungsi dan organisasi Unit Pefaksana
Pehms Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam peraturan

Bupat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
. ‘ Pasal 48
(1) Kelompok Jabatan JFungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan

[acrah sesuai dengan keahlihan dan kebutuhan,

(1 Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud nada ayat (1), terdiri dari  sejumlah tenaga dalam
ienjung jabatan Funsional yang terbagi dalam berbagai  kelompok sesuni- dengan bidang
Keahlihannya.

() Senap Kelompok tersebut pada ayat (1) di pimpin olch scorang  tenaga fungsional senior
vany ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati.

4y Jumlah Jubatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasar kebutuhan dan beban
ke,

¢y Jenrs dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan
serundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

(4

p—

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
I'eknis Daerah menurut Peraturan Bupati No 3 tahun 2008 tidak berlaku lagi.

{2) Ha'-hal vang belum diatur dalam peraturan dacrali ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur kemudian dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati.




BAB XIX
KETENTUAN PENUTLIP
Pasal 50

co Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Kepala Badan, Tnspektur, Pembantu, Sckretaris,
Bidang, Sub mdang, Sub bapian seksi dilingkungan Badan dan Kantor akan diatur lebii lanjut
dengan Peraturan Bupati.

20 Hal-hal yang belum diatur dalamy Peraturan Dacral ini akan diatur kemudinn dengan
Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. )

Pasal 51
IPecaturan Dacrah im mulai berlaku sejak tangpal diundangkan

Lear setiap erang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan
poempatannya dadam Lembaran Dacrah Kabupaten Padang Lawas Ulara,

Ditetapkan di Gununptua
Pada tanppal 26 Moret 2010

LPadang Lowas ara

RUM ITARAHAP

Svedanghan di Gununglua
s bapgpal 26 Mated 2010
~orgtars Daerah ofabupaten

*
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Penjelasan : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor
Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

1. UMUM
Bahwa untuk menunjang  keberhasilkar pelaksanaan otonomi daerah
scbagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pcmerintahan Dacrah yang menitikberatkan pelaksanaan otonomi
dacrah kepada Kabupaien / Kota melalui  urusan pemerintahan dalam bentuk
urusan wajib dan urusan pilihan.

Bahwa penctapan besaran Organisasi Perangkat Dacrah dilakukanw dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemeriniahan Nomor 41 Tahun 2007 yang
- didasarkan atas variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumiah APBD.
Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah penduduk 201.327 jiwa ( 16
poin ), luas wilayah 3.918.05 KM?,
( 28 poin ), jumiah APBD T.A 2009 + Rp. 200.000.000.000,-( 10 poin ),
variabel Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 54 poin atau paiing banyak
fembaga teknis daerah

Namun  lembaga tekmis daerah yang berfungsi urusan pengawasan,
kepegawaian atau lembsga yang memiliki peraturan tersendiri  tidak
mengurangi jumlah maksimal lembaga yang ditetapkan oleh variabel nilai.
Schingga pembentukan, penggabungan dan penghapusan lembaga teknis
dacrah yang di dasarkan kepada urusan wajib dan urusan pilihan, karakteristik,
efisiensi dan potensi daerah maka dibentuk inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. 4 (empat) lembaga teknis daerah bevbentuk badan, 5 _
(lima) Lembaga teknis Daerah berbentuk Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja. !
Dan Rumah Sakin Umum Daerah. |
Perangkat Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah sesuai pembagian
. urusan pemerintahan terdiri dari :
¥ e ﬁzr ,‘ } R 3 i i & P g - ® B H' m
1. Inspcktorat Daerah Kabupaten
2. Badan Percncanaan . Pecmbangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Dacrah
4
5

. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/K elurahan
. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

6. Badun Pclayanan Perijinan Terpadu

7. Kanior Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

9. Kantor Lingkungan Hidup

10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Dacrah

11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua.

Berdasarka ketentuan dan pengaturan tersebut di atas semua urusan yang telah
diserahkan ke Kabupaten/Kota telah terwadahi baik dalam bentuk Lembaga
Teknis maupun salah satu bidang pada Lembaga Teknis Daerah.

Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing
jabatan pada Lembaga Teknis daerah akan diatui‘l?: dengan Peraturan Bupati

| .
F
I




1

Padang Lawas Utara, hal ini scjalan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkal Dacrah khususnya pasal 2
avatl (3) dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 57 Tabun 2007 (entang
Petunjuk Teknis Penataan Organisosi Perangkat Dacrab huruf O anpka 1 haru!
[

Pada beberapa Lembaga Teknis akan dibentuk Unit Pelaksana Tekms Badon
UPTB ) yang bertugas melaksanakan kegiatan tekms operasional dan atau
keptatan teknis penunjang yang mempuanyal wilayah kerja satu atauw beberapa
Kecamatan, Susunan Qrganisast dan Vatakerje UPTB terdirt dart Kepala dan |
(satir) Sub Bagian Tata Usaha. Nama dan Wilayah kerja UP'TB akan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1 §/d 51 : Cukup jelas.
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